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Abstrak, Penegakan kode etik advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan profesi 

advokat serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan, profesional, dan berintegritas. Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi dasar hukum yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, 

serta tanggung jawab etis advokat dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pengaturan dan pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme penegakan kode etik advokat telah diatur dengan cukup jelas 

melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi advokat. Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan berbagai kendala, antara lain lemahnya fungsi pengawasan, perbedaan penafsiran mengenai kewenangan 

organisasi advokat, serta penerapan sanksi etik yang belum memberikan efek jera secara optimal.Berdasarkan hasil 

kajian, disarankan adanya penguatan kelembagaan organisasi advokat, peningkatan efektivitas mekanisme 

pengawasan, serta konsistensi dalam penerapan sanksi etik guna mewujudkan profesi advokat yang profesional, 

berintegritas, dan bertanggung jawab dalam mendukung penegakan hukum serta terciptanya sistem peradilan yang 

berkeadilan. 

Kata Kunci: Kode Etik Advokat, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan. 

 

Abstract, The enforcement of the advocate code of ethics plays a highly crucial role in maintaining the honor of 

the legal profession and supporting the realization of a judicial system that is just, professional, and full of integrity. 

Law Number 18 of 2003 on Advocates serves as the legal foundation governing the status, rights, obligations, and 

ethical responsibilities of advocates in practicing their profession. This study aims to examine the regulation and 

implementation of the advocate code of ethics enforcement within the Indonesian judicial system based on the 

provisions of Law Number 18 of 2003 on Advocates. The research method utilized is normative legal research, 

employing both statutory and conceptual approaches. The research findings indicate that, normatively, the 

mechanism for enforcing the advocate code of ethics has been regulated quite clearly through statutory regulations 

and the provisions of advocate organizations. However, in practice, various obstacles are still encountered, 

including weak supervisory functions, differing interpretations regarding the authority of advocate organizations, 

and the application of ethical sanctions that have not yet optimally provided a deterrent effect. Therefore, there is a 

need to strengthen the institutional capacity of advocate organizations, improve the effectiveness of supervision, and 

ensure consistency in the application of ethical sanctions in order to manifest a professional, accountable advocate 

who upholds the law and contributes to a just judicial system. 

 

Keywords: Advocate Code of Ethics, Law Enforcement, Judicial System. 

 

Pendahuluan 

 Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kerangka penegakan hukum tersebut, advokat memiliki posisi yang sangat 

penting sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum serta melindungi hak-
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hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas seorang advokat menjadi 

faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa.1 

Sebagai profesi yang bersifat bebas dan mandiri, advokat dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berlandaskan pada norma-norma 

etika profesi.2 Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur standar moral dan profesional 

dalam menjalankan profesi.3 Selain itu, kode etik juga menjadi sarana pengendalian dan pengawasan terhadap 

tindakan advokat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. 

 Kedudukan kode etik advokat sangat penting karena mengatur berbagai aspek hubungan profesional 

advokat, baik dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara umum. 4 

Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik tidak hanya berdampak pada reputasi individu advokat yang bersangkutan, 

tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat serta mencederai citra 

lembaga peradilan secara keseluruhan.5 

 Pengaturan mengenai profesi advokat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat. Melalui undang-undang tersebut, advokat diakui sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki 

kedudukan sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian dalam sistem peradilan. Selain memberikan pengakuan 

terhadap status profesi advokat, undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban setiap advokat untuk 

mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap kode etik tersebut, 

kewenangan pengawasan dan penegakannya diberikan kepada organisasi advokat sebagai bentuk pengawasan 

internal profesi. 

 Sebagai konsekuensi dari pengaturan tersebut, dibentuklah suatu mekanisme kelembagaan yang berfungsi 

mengawasi dan menegakkan kepatuhan advokat terhadap kode etik profesi, yaitu melalui Dewan Kehormatan 

Advokat.6 Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalitas profesi 

advokat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan profesi hukum. 

Dewan Kehormatan Advokat merupakan salah satu organ dalam organisasi advokat yang diberikan kewenangan 

untuk memeriksa, menilai, dan memutus dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. 

Keberadaannya menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas profesi advokat sekaligus memastikan bahwa 

setiap advokat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan 

demikian, Dewan Kehormatan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak disiplin profesi, tetapi juga sebagai 

penjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dalam sistem peradilan. 

 Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam praktik masih menghadapi berbagai 

tantangan dan hambatan. 7  Berbagai bentuk pelanggaran kode etik masih kerap ditemukan, seperti konflik 

kepentingan, penyalahgunaan kewenangan profesi, pelanggaran terhadap kewajiban profesional, hingga tindakan 

yang tidak mencerminkan etika dalam proses penegakan hukum. Fenomena tersebut menimbulkan keraguan 

mengenai efektivitas peran Dewan Kehormatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik 

advokat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme penegakan kode etik 

                                                           
1 Abdul Manan, Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Kencana, 2014),  38. 
2 Frans Hendra Winarta, Hukum Profesi Advokat (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42. 
3 Agus Raharjo, "Etika Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 2 
(2012): 174. 
4 Sri Wahyuni, "Kode Etik Advokat sebagai Instrumen Perlindungan Pencari Keadilan," Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, 
No. 1 (2017): 46. 
5 Nandang Sambas, "Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Penegakan Hukum," Jurnal Hukum Prioris, 
Vol. 6, No. 1 (2016): 91. 
6 Ahmad Rifai, "Peran Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Profesi," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, 
No. 2 (2015): 158. 
7 Bambang Sutiyoso, "Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 
30, No. 3 (2018): 417. 
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advokat serta efektivitas peran Dewan Kehormatan dalam menjaga profesionalitas dan integritas profesi advokat 

dalam sistem peradilan Indonesia. 

 Kajian mengenai penegakan kode etik advokat menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan 

dan penegakan kode etik yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat masih menjadi persoalan 

yang perlu mendapat perhatian. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan kode etik advokat 

tidak terlepas dari faktor kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan serta independensi organisasi 

advokat dalam melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, 

masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batas-batas kewenangan antara organisasi advokat dan lembaga 

peradilan dalam menangani pelanggaran kode etik profesi. 

 Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kualitas penegakan hukum di 

Indonesia. Advokat yang tidak menjalankan profesinya sesuai dengan prinsip-prinsip etika berpotensi menghambat 

terwujudnya keadilan yang substantif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, 

perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik juga dapat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum 

(equality before the law) yang merupakan salah satu ciri utama negara hukum. 

 

 Berbagai kajian akademik juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan kode etik advokat sangat 

dipengaruhi oleh konsistensi dalam penerapan sanksi serta keterbukaan dalam proses pemeriksaan terhadap dugaan 

pelanggaran. Apabila mekanisme penegakan kode etik tidak didukung oleh sanksi yang tegas dan prosedur yang 

transparan, maka keberadaan kode etik hanya akan menjadi aturan normatif yang memiliki daya ikat terbatas dalam 

praktik profesi advokat. 

 Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaturan 

dan implementasi penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Kajian ini penting dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mampu 

menjamin terwujudnya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab advokat sebagai salah satu unsur penegak 

hukum. 

 Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penegakan kode etik advokat 

dalam sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan kode etik advokat 

serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan sistem pengawasan dan penegakan etika profesi 

guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, profesional, dan berintegritas. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian terhadap 

peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

 Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan menggunakan metode analisis normatif. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif sebagai 

rekomendasi terhadap isu hukum yang dikaji. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Pengaturan Kode Etik Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Pengaturan mengenai kode etik advokat merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kehormatan, 
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integritas, dan profesionalitas profesi advokat dalam sistem peradilan. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat 

tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum yang memadai, tetapi juga wajib menjalankan 

profesinya berdasarkan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi pedoman 

yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi terwujudnya 

penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. 

 Advokat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga 

memiliki kedudukan sebagai salah satu penegak hukum yang mengemban tanggung jawab moral dan etika dalam 

setiap pelaksanaan tugas profesinya. Oleh sebab itu, keberadaan kode etik menjadi pedoman normatif yang berperan 

mengarahkan sikap dan perilaku advokat agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan 

profesionalitas. 

 Berdasarkan Statute approach Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Edaran Kode Etik tentang Advokat 

secara jelas menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. 

Dalam menjalankan profesinya, setiap advokat diwajibkan untuk mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik 

profesi sebagai standar perilaku yang mengikat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kode etik advokat tidak 

hanya memiliki nilai moral, tetapi juga memiliki kekuatan normatif yang menjadi landasan utama dalam 

pelaksanaan profesi advokat di Indonesia. 

 Pengaturan mengenai kode etik dalam Undang-Undang Advokat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

advokat menjalankan tugas profesinya secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kode etik berfungsi 

sebagai pedoman yang mengatur standar perilaku advokat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan profesi, baik 

dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum lainnya, maupun lembaga peradilan. Selain 

itu, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk menyusun, mengawasi, dan 

menegakkan kode etik profesi. Dengan demikian, organisasi advokat memegang peranan penting dalam menjaga 

kehormatan dan keluhuran martabat profesi melalui mekanisme pengawasan etika yang efektif. 

 Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip self-regulating profession, yaitu suatu konsep yang 

memberikan kewenangan kepada profesi advokat untuk mengatur serta mengawasi anggotanya sendiri. Meskipun 

demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional serta tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam praktiknya, kode etik advokat juga memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat 

yang membutuhkan keadilan. Adanya pengaturan yang jelas mengenai standar perilaku advokat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengawasi, menilai, bahkan melaporkan tindakan advokat yang diduga 

bertentangan dengan norma etika profesi. Oleh karena itu, keberadaan kode etik tidak hanya memiliki dimensi 

internal yang mengikat anggota profesi, tetapi juga berdampak secara eksternal terhadap kualitas penyelenggaraan 

sistem peradilan. 

 Advokat yang menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan kode etik akan memberikan kontribusi 

positif terhadap terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas. Sebaliknya, pelanggaran 

terhadap kode etik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat serta mengurangi 

kredibilitas lembaga peradilan sebagai sarana pencarian keadilan. 

 Berbagai penelitian dan kajian akademik menunjukkan bahwa pengaturan kode etik advokat dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi 

pengembangan profesi advokat di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam aspek 

implementasi dan pengawasannya. Kelemahan dalam mekanisme teknis penegakan kode etik sering kali menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan terhadap perilaku advokat belum berjalan secara optimal. 
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 Oleh karena itu, efektivitas pengaturan kode etik advokat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma 

hukum yang jelas, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi advokat dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan penegakan kode etik secara konsisten. Kejelasan aturan, independensi lembaga pengawas, serta 

kepastian dalam penerapan sanksi merupakan faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan penegakan kode 

etik advokat. 

 Dengan demikian, pengaturan kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjaga profesionalitas, integritas, 

dan kehormatan profesi advokat. Keberadaan pengaturan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung 

terciptanya sistem peradilan yang adil, berwibawa, dan berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan. 

 Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap advokat memiliki kewajiban untuk mematuhi dan 

menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengaturan kode etik dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan yang sangat penting dalam menjaga 

profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab advokat, sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang 

adil, berwibawa, dan bermartabat. 

Peran Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Advokat 

 Pada awal perkembangan profesi advokat di Indonesia, sistem organisasi advokat menganut pola single bar, 

yaitu hanya terdapat satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk mengatur keanggotaan, melakukan 

pembinaan, pengawasan, serta menegakkan kode etik profesi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan praktik 

hukum dan dinamika organisasi profesi, sistem tersebut mengalami perubahan menjadi multi bar, yang ditandai 

dengan hadirnya berbagai organisasi advokat yang masing-masing memiliki kewenangan dalam mengelola dan 

membina anggotanya. 

 Perubahan dari sistem single bar menuju multi bar menimbulkan berbagai konsekuensi dalam pelaksanaan 

penegakan kode etik advokat. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya kemungkinan bagi 

advokat yang sedang menjalani pemeriksaan etik atau telah dijatuhi sanksi oleh suatu organisasi advokat untuk 

berpindah ke organisasi advokat lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penegakan kode etik 

karena sanksi yang dijatuhkan tidak selalu dapat diterapkan secara menyeluruh. Akibatnya, muncul ketidakpastian 

hukum yang dapat memengaruhi kredibilitas organisasi advokat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

integritas profesi advokat dalam sistem peradilan. 

 Dalam konteks penegakan kode etik, organisasi advokat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan martabat profesi. Organisasi advokat tidak hanya 

berfungsi sebagai wadah yang menghimpun para advokat, tetapi juga berperan sebagai institusi yang melakukan 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perilaku anggotanya dalam menjalankan profesi hukum. 

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi 

advokat untuk menyusun, menetapkan, serta menegakkan kode etik profesi. 8  Pemberian kewenangan tersebut 

menunjukkan bahwa organisasi advokat merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan 

setiap advokat melaksanakan profesinya sesuai dengan standar etika yang berlaku. Melalui kewenangan tersebut, 

organisasi advokat diharapkan mampu menciptakan praktik hukum yang profesional, berintegritas, serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai keadilan. 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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 Penegakan kode etik yang dilakukan oleh organisasi advokat bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk 

penyimpangan profesi yang dapat merugikan klien, masyarakat, maupun lembaga peradilan. Melalui mekanisme 

pengawasan internal, organisasi advokat memiliki tugas untuk menilai, memeriksa, dan mengambil tindakan 

terhadap perilaku advokat yang diduga melanggar ketentuan etika profesi. Proses tersebut harus dilaksanakan secara 

objektif, transparan, dan berkeadilan agar mampu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. 

 Dalam melaksanakan fungsi penegakan kode etik, organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh advokat. Keberadaan Dewan Kehormatan menjadi instrumen penting dalam menegakkan 

disiplin profesi sekaligus sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban advokat atas tindakan dan perilaku 

profesional yang dijalankannya. 

 Selain itu, mekanisme penegakan kode etik melalui organisasi advokat juga mencerminkan prinsip 

independensi profesi advokat. Kewenangan yang dimiliki organisasi advokat dalam menyelesaikan persoalan etika 

menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengawasi anggotanya secara 

mandiri tanpa ketergantungan penuh pada campur tangan negara. Dengan demikian, kebebasan dan kemandirian 

profesi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum tetap dapat dipertahankan. 

 Meskipun demikian, keberhasilan organisasi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan kode etik 

sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas, profesionalitas, dan independensi lembaga tersebut. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal sering kali menjadi salah satu faktor yang menghambat 

efektivitas penegakan kode etik advokat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup, 

melainkan harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan konsisten agar tujuan penegakan 

kode etik dapat tercapai secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penegakan kode etik tidak 

berjalan secara efektif dan pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat 

maupun organisasi yang menaunginya. 

 Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi penegakan kode 

etik adalah persoalan independensi, baik secara struktural maupun psikologis. Dalam praktiknya, pemeriksaan 

terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sesama advokat sering kali dipengaruhi oleh hubungan kolegial, 

solidaritas profesi, serta kepentingan tertentu yang berkembang di dalam organisasi. Keadaan tersebut berpotensi 

memengaruhi objektivitas proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan 

terkadang dinilai kurang tegas dan belum mampu memberikan efek pencegahan maupun efek jera terhadap pelaku 

pelanggaran. 

 Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya perbedaan standar penjatuhan sanksi di antara 

berbagai organisasi advokat. Akibatnya, pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa dapat memperoleh jenis 

dan tingkat sanksi yang berbeda. Ketidaksamaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme penegakan kode etik advokat. 

 Selain persoalan independensi, Dewan Kehormatan juga menghadapi berbagai hambatan lain yang 

berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan putusan serta kurang optimalnya koordinasi dengan 

lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya. Pada umumnya, putusan Dewan Kehormatan hanya berlaku 

dalam lingkup internal organisasi advokat dan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengawasan yang 

memadai terhadap pelaksanaannya. Akibatnya, terdapat kemungkinan advokat yang telah dijatuhi sanksi etik tetap 

menjalankan aktivitas profesinya tanpa pengawasan yang efektif. 

 Di samping itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, 

kurang terbukanya proses pemeriksaan etik, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pengelolaan pengaduan 
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juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Berbagai kendala tersebut menunjukkan 

bahwa penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan masih menjadi kebutuhan yang penting dalam upaya 

mewujudkan penegakan kode etik yang profesional, transparan, dan berkeadilan. 

 Berbagai penelitian dan kajian akademik menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi antarorganisasi 

advokat serta penguatan fungsi dan kewenangan Dewan Kehormatan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan kode etik profesi. Tanpa adanya sistem pengawasan yang konsisten, transparan, 

dan akuntabel, kewenangan yang dimiliki organisasi advokat berisiko kehilangan legitimasi normatif dalam 

menjalankan fungsi pengawasannya. 

 Oleh karena itu, organisasi advokat dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara 

profesional, independen, serta bertanggung jawab dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Penegakan 

kode etik yang dilakukan secara tegas, objektif, dan berkeadilan akan memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan. 

 Dengan demikian, peran organisasi advokat dalam penegakan kode etik merupakan aspek yang sangat 

penting dalam menjaga kualitas, kehormatan, dan integritas profesi advokat. Optimalisasi peran tersebut menjadi 

salah satu syarat utama dalam mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum yang adil, profesional, dan 

bermartabat. 

Implikasi Penegakan Kode Etik Advokat terhadap Sistem Peradilan 

 Penegakan kode etik advokat memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kualitas dan kredibilitas 

sistem peradilan. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat memegang peranan strategis dalam memastikan 

bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan advokat terhadap kode etik profesi menjadi faktor yang menentukan 

terciptanya sistem peradilan yang berintegritas. 

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem peradilan dan mewajibkan setiap advokat untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, 

serta etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik 

bukan hanya berkaitan dengan disiplin internal profesi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap efektivitas 

dan kredibilitas penyelenggaraan peradilan secara keseluruhan. 

 Kode etik profesi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Penerapan dan penegakan kode etik secara konsisten 

akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya sistem peradilan yang berwibawa, berintegritas, 

dan berkeadilan, karena seluruh advokat dituntut untuk mematuhi standar moral dan profesional yang sama dalam 

menjalankan profesinya. 

 Dampak penegakan kode etik advokat juga dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap hak-hak 

masyarakat pencari keadilan. Advokat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi akan memberikan layanan 

hukum secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 

oleh klien. Dengan demikian, masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan memiliki posisi 

yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai proses hukum. 

 Dalam kajian akademik, penegakan kode etik advokat dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga 

keseimbangan antara kebebasan profesi dan akuntabilitas hukum. Meskipun advokat memiliki independensi dalam 

menjalankan profesinya, kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh norma etika guna mencegah terjadinya 

tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi 
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sarana penting dalam memastikan bahwa kebebasan profesi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab 

profesional. 

 Selain itu, penegakan kode etik juga berperan dalam membangun hubungan profesional yang sehat antara 

advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa. Hubungan yang didasarkan pada 

penghormatan terhadap etika profesi akan mendorong terciptanya kerja sama yang profesional, mengurangi potensi 

konflik kepentingan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan proses peradilan. 

 Sebaliknya, lemahnya penegakan kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap sistem 

peradilan. Di antaranya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan lembaga 

peradilan, serta meningkatnya potensi terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika 

dalam proses penegakan hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang tidak 

ditangani secara serius sering kali berkaitan dengan rendahnya kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. 

 Implikasi lain yang dapat muncul adalah terciptanya ketidakpastian hukum apabila penegakan kode etik 

tidak dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Advokat yang melakukan pelanggaran tetapi tidak dikenai 

sanksi yang tegas dapat menjadi contoh buruk bagi anggota profesi lainnya. Kondisi tersebut berpotensi 

melemahkan wibawa hukum serta mengurangi legitimasi lembaga yang bertugas menegakkan keadilan. 

 Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa penegakan kode etik advokat yang efektif memiliki peran 

penting dalam memperkuat prinsip fair trial dalam sistem peradilan. Advokat yang menjunjung tinggi etika profesi 

akan membantu menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang berperkara serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan proses hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat harus dipandang sebagai bagian 

integral dari upaya reformasi sistem peradilan yang berkelanjutan. 

 Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara organisasi advokat, lembaga peradilan, 

aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kerja sama yang baik antar pihak tersebut akan mendukung pelaksanaan 

kode etik secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara 

optimal. 

 Dengan demikian, penegakan kode etik advokat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas 

sistem peradilan di Indonesia. Penegakan kode etik yang dilakukan secara efektif dan konsisten akan mendukung 

terwujudnya sistem peradilan yang adil, transparan, berintegritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat. 

 

 

Penutup 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan normatif 

yang sangat penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kehormatan profesi advokat. Undang-undang 

tersebut menegaskan bahwa setiap advokat wajib mematuhi kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya, serta memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk melakukan pembinaan, 

pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi. Organisasi advokat untuk menyusun, 

mengawasi, dan menegakkan ketentuan kode etik profesi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kode etik 

advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika dan moral bagi para advokat, tetapi juga memiliki kekuatan 

normatif yang mengikat serta menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas profesi 

advokat dalam sistem hukum Indonesia. 
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 Selain itu, peran organisasi advokat dalam penegakan kode etik memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas penyelenggaraan sistem peradilan. Penegakan kode etik yang dilaksanakan secara konsisten, 

objektif, dan efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, memberikan 

perlindungan yang lebih baik bagi para pencari keadilan, serta memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan 

yang adil, independen, dan berwibawa. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi kredibilitas profesi advokat, serta berpotensi melemahkan 

legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. 

 Oleh karena itu, upaya penguatan penegakan kode etik advokat perlu terus dilakukan melalui peningkatan 

peran organisasi advokat, optimalisasi fungsi Dewan Kehormatan, serta penerapan mekanisme pengawasan yang 

transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka 

mewujudkan profesi advokat yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung 

terciptanya sistem peradilan yang berkeadilan, bermartabat, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh 

masyarakat. 
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